BAB I
PENUTUP

A. Kesimpulan

Direksi melakukan keputusan menyimpang dengan tidak melakukan
penarikan terhadap debitur yang melakukan tunggakan pembayaran selama empat
bulan, direksi tidak melakukan take over kepada debitor yang melakukan
tunggakan lebih dari 4 bulan, direksi juga membuat keputusan untuk membeli
lahan baru, sedangkan lahan yang lama masih banyak kredit macet, sehingga
modal perusahaan berkurang dalam hal ini direksi telah melanggar Pasal 92
UUPT. Konsekuensi Hukum dari Perbuatan Direksi PT Sahar Group Dalam
Membuat Keputusan Yang Menyimpang Dari Perjanjian Perikatan Jual Beli
Dilihat Dari Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
terhadap pelanggaran oleh Direksi bahwa hal ini jelas merugikan pemegang
saham karena secara tidak langsung akan menyebabkan laba yang diterimanya
menjadi berkurang. Sehingga, direksi bertanggung jawab secara pribadi sesuai
dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1) UUPT dan (2) UU No. 40 Tahun 2007 yang
menentukan bahwa direksi berkewajiban pengelolaan perseroan di mana
pengurusan itu harus dilakukan setiap anggota direksi serta pada itikad baik dan
penuh rasa tanggung jawab. Direksi yang melakukan pelanggaran dapat
diberhentikan berdasarkan Rapar Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan.
Direksi yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara

mandiri sesuai dengan perbuatannya, serta direksi yang bersangkutan dapat
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dijatuhi sanksi yang disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

perusahaan.

B. Saran
Saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sebaiknya direksi lebih berhati-hati dalam menjalankan pengurusan terhadap
perseroan selaku pengemban fiduciary duty. Karena, direksi merupakan organ
penting dalam perseroan.

2. Direksi yang melakukan pengurusan setiap saat pada peseroan, baik dalam
fungsinya sebagai manajemen maupun representasi. Kepengurusan oleh
direksi haruslah dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab
seperti yang tertuang dalam prinsip fiduciary duty. Pelanggaran prinsip
fiduciary duty akan berakibat pada tanggung jawab tidak terbatas sampai

kepada harta pribadi direksi.
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